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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 800/ /(. -KP/DISDIK/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR
KABUPATEN TANAH BUMBU

TAHUN 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Menimbang . a. Surat Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Simpang Empat
Nomor: 897/ 177-DS/UPK-DISDIK/2016 tanggal
19 Agustus 2016 tentang Permohonan Izin Operasional
Sekolah Dasar;

b  Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk legalitas, dasar
beroperasi, dan kepentingan administrasi lainnya
sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang nama
sekolahnya pada lampiran keputusan ini perlu diterbitkan
SK Izin Operasional Sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanah Bumbu;

2  Tahun 1999 tentang
yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat . 1. Undang-Undang nomor
Penyelenggaraan Negara

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang
pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Yahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4265);

20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tam bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor

Tahun 2004 tentang

4, Undang-Undang Nomor 32 )
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagam:lana
telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang
nomor 12 tahun 2008 tentang
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10.

11.

12.

tentang ......

Perubahan Kedua A

: tas Undang-Undang N
2004 t.cntung Pemerintahan Daergh ‘(,[x-r‘r,:tr;:‘r'g? ;Tt'lhuﬂ
Republik Indonesia Tahun 2008 Nnmnr‘ %‘Jlr"'rn e
Lembaran Negara Republik Indonesig Nmm;r 4?4;’:;'”““}1“

Undang-Undang Nomor 12 7

: - Tahun 2011 t
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lx-r::;:":;'n <
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nm;nnr' P’zn
'gggl;;:-)hun Lembaran Ncegara Republik Indonesia Hm’nr);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 T 5

¢ - ahun 2005 tenta
Standar. Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Rc‘;:rijblr;l%
Indonesia Tahpn 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedom_an Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Perintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47410;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republkik Indonesia Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4 tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 ta
Lingkungan

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Pemerintah Daerah;
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Pemerintah Daerah;......

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan  Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320),

14, Keputusan Menteri  Pendidikan Nasional ~ Nomor
060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sckolah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16
ahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Dacrah Kabupaten
Tanah Bumbu (Lembaran Dacrah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), scbagian telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
(Lembaran Dacrah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014

Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 Nomor 26),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
TANAH  BUMBU TENTANG PEMBERIAN  IZIN
OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR.

KEDUA . Pemberian 1zin Operasional Sekolah Jenjang Sekolah
Dasar di Kabupaten Tanah Bumbu.

KETIGA Memberikan 1zin Operasional Sekolah Jenjang Sekolah
Dasar kepada nama sekolah sebagaimana yang tercantum
dalam lampiran keputusan ini.

¢ kegiatan
PAT Guna kelengkapan serta mendukung Pproses
KEEMPA tersebut, perlu dipersiapkan hal-

belajar mengajar sekolah
hal sebagai berikut:
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KELIMA

1.

melaporkan

asehagai berikutio...

keadann  sekolah baik tenaga
pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana
yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan
pembelajaran.

Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan
sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bum
Anggaran 2016.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin

Pada tanggal, 3/ Agustus 2016

-+ Kepala Dinas Pendidikan
7R ~Kabr %hten Tanah Bumbu,

‘.' i l
o0 5/
N #tono, M. Si
N » Utama Muda/IV.c
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LAMPIRAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 800/ 196-KP/DISDIK/2016
: A1 Agustus 2016
: Pemberian Izin Operasional

Jenjang Sckolah Dasar,

PEMBE
ERIAN IZIN OPERASIONAL JENJANG SEKOLAH DASAR
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

—_—
NO
NAMA SEKOLAH NPSN ALAMAT
—
- SDN 1 KAMPUNG BARU 30303790 | I Lapangan 5 Oktober Desa
[ Bersujud
2 | SDN 2 KAMPUNG BARU 30303792 | Ul Lapangan 5 Okrober RT.
3 06 Desa Bersujud
SDN 4 KAMPUNG BARU 30303794 JL. Nusa Indah Desa Barokah
SDN 5 Jl. Insgub Gg. Pelita RT. 004
KAMPUNG BARU 30303795 | pw 001 Desa Kampung Baru
5 |sp J1. Bina Bakti RT. 13 Desa
N 6 KAMPUNG BARU 30303788 Sejahtera
) J1. Karya Stihl RT. 01 Desa
6 SDN 10 KAMPUNG bARU 30303791 Kampung Baru
JI. Singosari RT. 15 Desa
7 | SDN 2 TUNGKARAN PANGERAN 30303640 Tungkaran Pangeran
JI. Bakau RT. 13 Desa
8 SDN 3 TUNGKARAN PANGERAN 30303653 Tungkaran Pangeran
. Kod .01D
9 | SDN 4 TUNGKARAN PANGERAN | 30303654 i Pé?xrflfgg[(::lta;aﬁesa
Jl. Bhayangkara Km. 15,5
10 | SDN 1 SUNGAI DUA 30303565 FL. 03 Desa Sungai Dua
J1. Kodeco Km. 15 Desa
11 | SDN MEKARSARI 30303755 Mekarsari
J1. Pendidikan Desa Pulau
12 | SDN TUNAS NELAYAN 30303681 Panigine
J1. Pelabuhan Sungai Tajur
13 | SDN SUNGAI TAJUR 30311655 RT. 10 Desa Sungai Dua
J1. Raya Batu Ampar Km.
14 | SDN BATU AMPAR 30312922 22,300 RT. 01 Desa Batu
Ampar

—
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s
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S flé’epggp\mas Pendidikan

]

aj}gn Tanah Bumbnu,
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